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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

H.  YAUMIL  AMBO  DJIWA,  S.H.,  ALWIATY,  S.H.,  IRPANDI  Y.  RM,

ARWI tersebut;

2. Menyatakan  batal  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  60  Tahun

2018 tanggal 18 Juli 2018, tentang Batas Daerah Kabupaten Pasangkayu

Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi

Tengah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan

petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam

Berita Negara;

4. Menghukum  Termohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Mahkamah

Agung pada hari Selasa,  tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,

M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono

Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis

tersebut dan  dibantu  oleh  Anang  Suseno  Hadi,  S.H.,  M.H., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

        Anggota Majelis:   Ketua Majelis,

      ttd.           ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.      Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131


